
qALITTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR, 90 I PP.Ol.2-Kpt/ l2lo / KPu-Kab lvt / 2O2t

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 4 i / PHP. BUP-XIX / 2O2 I PADA PEMILTHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang a. bahwa untuk melalsanakan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor f 41IPHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada

tanggal 03 Juni 2021 yang menyatakan pada angka 3 Amar

Putusan dalam pokok permohonan, memerintahkan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten labuhanbatu untuk

melaksalakal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2O2O di 2

(dua) TPS yaitu TFS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran

Batu, Kecamatan Ralrtau Setratan dalam waktu paling lama

14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan

Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya

Pemungutan Suara Ulang;

b. bahwa berdasarkal Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2O2O terrtarrg Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemiljhal

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dal Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
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C bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimal2 dimaksud

dalam huruf a da-n huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten l,abuhanbatu tentaag

Penetapan Pelaksanaal Pemungutan Suara Ulang Pasca

hrtusan Mabkamah Konstitusi Nomor l4l/PHP.BUP-

Xl){l202t Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Tahun 2O20;

Mengingat 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten delem lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Ifmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sslageimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 trntang Pemerintahal Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

walikota menjadi Undang-Undalg sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Perubahal Ketiga Atas Undalg-Undaag Nomor I
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14 Tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan weliksta Menjadi Undang-

Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihen Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Pmvinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupate n/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O 19 Nomor 32O), sebagaimana tetrah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 21

Tahun 2O2O tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
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Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l8 Talun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksalaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupa.ti dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Wa-likota serentak lanjutan dalam kondisi bencala non

alem Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2O2O Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2O2O Tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupa.ti Dan wakil Bupati,

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan
Dalem Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2O19

(Covid- r9);

Putusan Mah}amah Konstitusi Nomor I4I/PHP.BUP-

XI7'/2021 yang diucapkan pada tanggal 3 Juni 2O2 l;
Berita Acara Rapat Pleno Xomisi Pemilihan Umum Kabupaten

l,abuhanbatu Nomor 150/PP.01.2-BAl l2l0IKPU'

Kab/W / 2O21 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

f 41IPHP.BUP-XLX/2021 Pada Pemilihan Bupa.ti Dan Wakil

Bupati Labuhanbatu Tahun 2O2O t,:/rggal 4 Juni 2O21-

Memperhatikan

Menetapkan

1.

2.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAITUPATEN

I.ABUHANBATU TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 14 T / PHP.BUP.XIX I 2O2I PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020.
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KESATU

KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinYa
KOMISI PEMILIHAN UMUM

N LABUHANBATU
bagian Hukum,

asution

Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara U1ang Pasca

Putusan Mahkarnafi Konstitusi Nomor 14 I /PHP.BUP -Xlx I 2O2l

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tabuhanbatu Tahun

2O2O pada hari Sabtu tanggal 19.Iuai 20{ll.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di RantaupraPat

pada tanggal 5 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN LAEIUHANBATU,

WAFIYIJDI

ttd

1,.\ltr
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